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Abstract  
This paper investigates legal violations in marketing strategies and their profound impact on corporate 
reputation. Focusing on the interplay between ethical principles and legal compliance in product quality, 
pricing, promotion, and target marketing, this study analyzes real-world cases such as Firestone's product 
defects , American Apparel's controversial advertising, and Nike's ethical claims versus supply chain realities 
. The study highlights how legal breaches, often stemming from ethical lapses, lead to severe financial 
penalties and, more critically, to irreparable damage to a company's intangible asset: its reputation. It 
underscores the critical responsibility of boards and management in ensuring marketing integrity and 
adherence to legal frameworks, ultimately arguing for a proactive, ethical approach to marketing as a 
cornerstone of sustainable business success. 
Keywords: Marketing ethics, Legal violations, Corporate reputation, Product liability, Advertising. 
 
Abstrak  
Studi ini mengkaji pelanggaran hukum dalam strategi pemasaran dan dampaknya yang signifikan terhadap 
reputasi perusahaan. Dengan fokus pada interaksi antara prinsip etika dan kepatuhan hukum dalam kualitas 
produk, penetapan harga, promosi, dan pemasaran sasaran, penelitian ini menganalisis kasus-kasus nyata 
seperti cacat produk Firestone , periklanan kontroversial American Apparel, dan klaim etis Nike versus 
realitas rantai pasokannya . Studi ini menyoroti bagaimana pelanggaran hukum, yang seringkali berakar 
pada kesalahan etika, menyebabkan sanksi finansial berat dan, yang lebih penting, kerusakan yang tidak 
dapat diperbaiki pada aset tidak berwujud perusahaan: reputasinya. Jurnal ini menekankan tanggung jawab 
kritis direksi dan manajemen dalam memastikan integritas pemasaran dan kepatuhan terhadap kerangka 
hukum, pada akhirnya mengadvokasi pendekatan pemasaran yang proaktif dan etis sebagai landasan 
keberlanjutan bisnis yang sukses.  
Kata Kunci: Etika pemasaran, Pelanggaran hukum, Reputasi perusahaan, Liabilitas produk, Periklanan. 
 

PENDAHULUAN 

Dalam lanskap bisnis global yang kian kompetitif dan serba cepat, strategi pemasaran telah 

melampaui perannya sebagai sekadar alat untuk mendorong penjualan produk atau layanan. Pemasaran 

kini menjelma menjadi fungsi strategis yang esensial dalam membentuk citra merek, mengkomunikasikan 

nilai perusahaan, dan membangun posisi di benak konsumen serta pemangku kepentingan lainnya. Namun, 

di balik ambisi untuk mencapai target penjualan yang agresif, seringkali terdapat tekanan yang dapat 

mendorong perusahaan untuk melampaui batas-batas etika dan, dalam kasus-kasus ekstrem, melanggar 

ketentuan hukum yang berlaku. Pelanggaran hukum dalam strategi pemasaran dapat bermanifestasi dalam 

beragam bentuk, mulai dari klaim produk yang menyesatkan, praktik periklanan yang menipu, penetapan 

harga yang tidak adil, hingga kelalaian fundamental dalam menjamin keamanan dan kualitas produk yang 

dipasarkan. 
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Dampak dari pelanggaran semacam ini jauh melampaui sanksi finansial dan denda yang dikenakan 

oleh otoritas regulasi. Konsekuensi yang jauh lebih merusak seringkali terlihat pada aset tak berwujud 

perusahaan yang paling berharga: reputasinya. Reputasi, yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk 

dibangun melalui konsistensi antara janji dan tindakan, dapat hancur dalam sekejap akibat satu skandal 

pemasaran. Erosi reputasi ini dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan konsumen, penurunan loyalitas 

merek, boikot produk oleh masyarakat, kesulitan dalam menarik dan mempertahankan talenta terbaik, 

hingga penurunan nilai saham perusahaan secara substansial di pasar modal. Dalam kerangka tata kelola 

perusahaan yang baik (GCG), direksi dan manajemen puncak memikul tanggung jawab krusial untuk 

mengawasi dan memastikan bahwa seluruh aktivitas pemasaran tidak hanya mematuhi ketentuan hukum 

yang berlaku tetapi juga standar etika tertinggi. Kelalaian dalam pengawasan ini dapat menyeret direksi ke 

dalam ranah tanggung jawab hukum pribadi, yang dapat berujung pada konsekuensi serius. 

Jurnal ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif berbagai studi kasus yang melibatkan 

pelanggaran hukum dalam strategi pemasaran. Analisis akan dimulai dengan menelaah elemen-elemen 

etika dalam bauran pemasaran (produk, harga, promosi, tempat) serta bagaimana hukum berperan dalam 

mengatur setiap aspek tersebut. Dengan mengintegrasikan konsep etika bisnis dan kerangka hukum yang 

relevan, jurnal ini akan mengungkap modus operandi pelanggaran, menelaah faktor-faktor pendorongnya, 

dan mengeksplorasi konsekuensi hukum serta dampaknya yang luas terhadap reputasi perusahaan. Studi 

kasus seperti penarikan ban Firestone , strategi pemasaran kontroversial American Apparel, dan tuduhan 

praktik sweatshop yang menimpa Nike akan menjadi ilustrasi konkret bagaimana keputusan bisnis memiliki 

implikasi etis, tata kelola, dan hukum yang luas. Selain itu, implikasi dari kasus-kasus finansial besar seperti 

Enron dan AIG terhadap kepercayaan pasar dan, secara tidak langsung, terhadap efektivitas pemasaran 

juga akan dibahas untuk menunjukkan keterkaitan antar-fungsi dalam menjaga reputasi perusahaan. 

Pada akhirnya, jurnal ini akan menyoroti pentingnya strategi pemasaran yang tidak hanya efektif 

secara komersial, tetapi juga jujur, bertanggung jawab, dan berkelanjutan. Pemahaman mendalam tentang 

hubungan antara pelanggaran hukum dalam pemasaran dan erosi reputasi adalah esensial bagi perusahaan 

yang ingin membangun nilai jangka panjang dan mempertahankan kepercayaan publik. 

 
METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus komparatif. Jenis 

penelitian ini dipilih untuk memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap fenomena pelanggaran hukum 

dalam strategi pemasaran dan dampaknya terhadap reputasi perusahaan, melalui analisis beberapa kasus 

nyata yang relevan. 

Pengumpulan Data: Data penelitian dikumpulkan melalui studi literatur ekstensif. Sumber data 

primer dan sekunder berupa dokumen-dokumen publik, laporan investigasi, putusan pengadilan, artikel 

jurnal ilmiah, laporan berita dari media massa terkemuka, laporan keberlanjutan perusahaan, dan publikasi 

lain yang relevan dengan studi kasus yang dipilih. Materi PDF yang dilampirkan, seperti "Case SS-5 NIKE 

Managing Ethical Missteps.pdf" , "Case SS-6 Firestone Tire Recall.pdf" , "Case SS-7 Financial and Ethical 

Risks at AIG.pdf" , serta berbagai "Reading" dan "Course Point" yang membahas etika, tata kelola, hukum, 

dan pemasaran, menjadi sumber data utama . 
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Sumber Data: Sumber data utama berasal dari kasus-kasus korporasi besar yang terdokumentasi 

dengan baik dan memiliki implikasi hukum serta reputasi yang signifikan di ranah pemasaran, kualitas 

produk, dan citra perusahaan. Kasus-kasus tersebut meliputi: 

• Firestone (masalah kualitas ban dan penarikan produk) . 

• American Apparel (strategi pemasaran kontroversial dan tuduhan pelecehan). 

• Nike (klaim etika dan praktik rantai pasokan) . 

• Enron dan AIG (skandal keuangan dan dampaknya terhadap kepercayaan pasar dan reputasi) . 

Tipe Data: Data yang digunakan adalah data sekunder, bersifat deskriptif dan naratif, yang diperoleh 

dari dokumen-dokumen yang telah dipublikasikan. Data ini mencakup kronologi kejadian, detail pelanggaran, 

pihak-pihak yang terlibat, konsekuensi hukum, respons perusahaan, dan analisis dampak reputasi oleh 

berbagai pihak. 

Analisis Data: Analisis data dilakukan dengan pendekatan interpretif dan kritis, menggabungkan 

teori-teori etika bisnis, prinsip-prinsip tata kelola perusahaan, dan kerangka hukum yang relevan. 

1. Identifikasi Pelanggaran: Mengidentifikasi secara spesifik bentuk-bentuk pelanggaran hukum yang 

terjadi dalam strategi pemasaran masing-masing kasus. 

2. Keterkaitan Etika-Hukum-Pemasaran: Menganalisis bagaimana isu-isu etika dalam pemasaran 

(misalnya, kejujuran klaim, keamanan produk, perlakuan konsumen) berujung pada pelanggaran 

hukum. 

3. Tanggung Jawab Direksi: Menelaah sejauh mana direksi dan manajemen terlibat dalam keputusan 

yang mengarah pada pelanggaran dan implikasi tanggung jawab hukum mereka (duty of care, duty 

of loyalty). 

4. Dampak Reputasi: Mengevaluasi dampak langsung dan tidak langsung dari pelanggaran hukum 

terhadap reputasi perusahaan, termasuk respons pasar, persepsi konsumen, dan perubahan nilai 

merek. 

5. Pelajaran yang Dipetik: Merumuskan pelajaran etis, tata kelola, dan hukum yang dapat 

diaplikasikan untuk mencegah pelanggaran serupa di masa depan dan membangun strategi 

pemasaran yang lebih bertanggung jawab. 

Analisis ini akan disajikan dalam bentuk paragraf yang mengalir, dengan dukungan kutipan langsung 

dari sumber yang relevan melalui catatan kaki sesuai dengan Chicago Manual of Style edisi ke-17 (Catatan 

Lengkap/Catatan Kaki). Gambar dan tabel akan digunakan untuk memperjelas hasil temuan jika relevan, 

ditempatkan di tengah, diberi nomor berurutan, dan memiliki judul deskriptif serta sumber yang jelas. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Temuan 

Bagian ini menyajikan data-data penting dan kronologi kejadian dari studi kasus yang dipilih, yang 

diperoleh dari dokumen, laporan, dan artikel yang telah dikumpulkan. Data ini akan menjadi dasar untuk 

analisis lebih lanjut di bagian pembahasan. 
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Tabel 1. Rangkuman Pelanggaran Hukum dan Dampak Reputasi pada Studi Kasus Pemasaran 
Terpilih 

No. Perusahaan 

Pelanggaran 

Hukum Utama 

dalam Pemasaran 

/ Terkait 

Pemasaran 

Modus Operandi 

Singkat 

Konsekuensi 

Hukum & 

Finansial Awal 

Dampak Reputasi 

& Citra Merek 

1. Firestone 

Kelalaian Kualitas 

Produk & 

Penyembunyian 

Informasi Produk 

Berbahaya 

Mengabaikan laporan 

kerusakan ban, tidak 

menarik produk cacat 

secara proaktif, dan 

upaya menyembunyikan 

data uji . 

Denda, gugatan 

perdata masif 

(settlement jutaan 

USD), kerugian 

$750 juta pada 

2000. 

Erosi kepercayaan 

konsumen, 

penurunan 

penjualan, merek 

diasosiasikan 

dengan "ban 

berbahaya", 

hubungan buruk 

dengan Ford. 

2. 
American 

Apparel 

Pelecehan Seksual 

di Tempat Kerja, 

Klaim Iklan 

Kontroversial 

Budaya perusahaan 

yang seksual, iklan 

provokatif yang 

mengeksploitasi, dan 

tuduhan pelecehan 

seksual oleh CEO. 

Tuntutan hukum 

pelecehan seksual 

(settlement 

moneter), denda $5 

juta (penggunaan 

gambar tanpa izin), 

kerugian finansial 

perusahaan. 

Citra merek 

kontroversial, 

asosiasi negatif 

dengan "pornografi", 

kehilangan 

pelanggan, CEO 

dipecat, akhirnya 

bangkrut. 

3. NIKE 

Praktik 

Ketenagakerjaan 

Tidak Etis 

(Sweatshop), Klaim 

CSR yang 

Menyesatkan 

Penggunaan 

subkontraktor dengan 

upah rendah, jam kerja 

berlebihan, kondisi kerja 

buruk, dan pekerja 

anak; kemudian 

melakukan klaim "etis" 

yang dianggap 

menyesatkan. 

Penurunan 

pendapatan & 

harga saham 50% 

(1998) , settlement 

$2 juta (kasus 

Kasky v. Nike). 

Kerusakan reputasi 

parah, boikot 

konsumen, protes 

mahasiswa, merek 

diasosiasikan 

dengan 

"sweatshop", namun 

kemudian 

berinvestasi besar 

dalam CSR untuk 

memulihkan citra. 

4. Enron 

Manipulasi Laporan 

Keuangan, 

Penipuan Sekuritas 

Penggunaan SPEs 

untuk menyembunyikan 

utang dan kerugian, 

insider trading oleh 

Kebangkrutan, 

denda masif, 

hukuman pidana 

untuk eksekutif 

(Lay, Skilling), 

Kehancuran reputasi 

total, menjadi simbol 

penipuan korporasi, 

hilangnya 
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eksekutif, serta 

penipuan publik. 

keruntuhan Arthur 

Andersen. 

kepercayaan 

investor dan publik. 

5. 

American 

International 

Group (AIG) 

Pengambilan 

Risiko Berlebihan 

(CDS), Kurangnya 

Transparansi 

Finansial 

Menjual CDS tanpa 

modal cukup untuk 

menanggung risiko, 

insentif bonus yang 

salah, kurangnya 

pengawasan internal 

terhadap unit AIGFP. 

Bailout pemerintah 

$180 miliar, 

kerugian miliaran 

dolar, penjualan 

aset. 

Reputasi rusak 

parah, dianggap 

sebagai "pemain 

paling kontroversial" 

dalam krisis finansial 

2008, kontroversi 

bonus eksekutif. 

 

Analisis/Diskusi 

Bagian ini akan menganalisis temuan data dari perspektif etika, hukum, dan manajemen reputasi, 

mengintegrasikan berbagai teori dan konsep dari tinjauan pustaka. 

3.1 Kasus Firestone: Kelalaian Kualitas Produk dan Penarikan Massal 

Kasus penarikan ban Firestone pada tahun 2000 menjadi ilustrasi nyata bagaimana kelalaian dalam 

memastikan kualitas dan keamanan produk dapat berkembang menjadi pelanggaran hukum yang serius 

dengan dampak merusak pada reputasi perusahaan. Masalah kualitas ban, yang telah ada sejak tahun 1990-

an, mencapai puncaknya ketika ban Firestone dikaitkan dengan ratusan kecelakaan fatal, terutama pada 

SUV Ford Explorer . Ini bukan penarikan pertama bagi Firestone; perusahaan ini pernah menarik 14,5 juta 

ban pada tahun 1978 karena masalah serupa dan didenda $500.000 karena menyembunyikan masalah 

keamanan. 

Modus Operandi Pelanggaran dan Tanggung Jawab Hukum: Pelanggaran hukum utama 

Firestone berpusat pada kelalaian produk (product negligence) dan penyembunyian informasi. Meskipun 

tanda-tanda peringatan dini tentang masalah pemisahan tapak ban sudah muncul sejak 1992 (laporan dari 

State Farm Insurance) dan diperkuat oleh investigasi media serta informasi dari luar (program penggantian 

ban Ford di Venezuela), Firestone tampaknya mengabaikan atau bahkan menyembunyikan informasi 

tersebut. Investigasi menunjukkan bahwa perusahaan mengakui telah meningkatkan produksi untuk 

"mengencerkan" tingkat kegagalan yang dilaporkan, dan data pengujian ban kritis tahun 1996 tidak dapat 

ditemukan. Tindakan ini merupakan pelanggaran serius terhadap duty of care direksi, yaitu tugas untuk 

bertindak dengan kehati-hatian yang wajar dalam mengawasi kualitas produk dan merespons risiko 

keamanan. Selain itu, upaya penyembunyian informasi dapat dikategorikan sebagai penipuan konsumen, 

yang berpotensi memicu tuntutan pidana terhadap direksi yang terlibat dalam keputusan penyembunyian. 

Dampak pada Reputasi Perusahaan: Dampak pada reputasi Firestone sangatlah menghancurkan. 

Persepsi publik terhadap merek anjlok, dengan 67% responden menyatakan sangat mungkin keputusan 

pembelian mereka akan dipengaruhi oleh penarikan ban tersebut. Penjualan menurun drastis, dan beberapa 

pengecer besar menghapus merek Firestone dari rak penjualan. Reputasi merek Firestone menjadi identik 

dengan "ban berbahaya". Pertarungan publik dengan Ford semakin memperburuk citra kedua belah pihak. 

Kasus ini mengajarkan bahwa pemasaran yang efektif harus didasarkan pada integritas produk. Klaim 

keamanan dan kualitas dalam promosi akan kehilangan kredibilitasnya jika tidak didukung oleh kenyataan, 

dan upaya menyembunyikan cacat fatal akan menghancurkan kepercayaan konsumen secara permanen. 
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3.2 Kasus American Apparel: Pemasaran Kontroversial dan Tuduhan Pelecehan 

American Apparel (AA) menyajikan gambaran kompleks tentang bagaimana strategi pemasaran 

yang berani dan kontroversial, yang menyentuh batas-batas etika dan hukum, dapat berdampak negatif 

secara signifikan pada reputasi dan keberlanjutan perusahaan. Pendiri dan mantan CEO, Dov Charney, 

adalah figur sentral yang sangat memengaruhi citra merek dan budaya perusahaan. 

Strategi Pemasaran dan Pelanggaran Hukum: AA dikenal dengan iklan-iklannya yang sangat 

provokatif dan "tanpa embel-embel" yang sering menampilkan model minim pakaian, terkadang dengan pose 

yang dianggap menyerupai pornografi atau mengeksploitasi perempuan muda. Kampanye ini, yang sebagian 

besar dibuat sendiri oleh Charney, bertujuan untuk mengidentifikasi merek dengan citra "anti-korporat" dan 

"kontroversial" yang menarik bagi segmen konsumen muda dan trendi. Charney sendiri seringkali tampil 

dalam iklan dan secara terbuka berbicara tentang memiliki hubungan seksual dengan karyawan, mengklaim 

bahwa "energi seksual" adalah vital bagi kreativitas merek. Ia bahkan memasukkan klausul dalam kontrak 

karyawan yang menyatakan bahwa karyawan di bidang kreatif akan terpapar komunikasi visual dan lisan 

yang "bermuatan seksual" dan bahwa hal itu "merupakan bagian dari pekerjaan". 

Di balik strategi pemasaran yang "berani" ini, AA menghadapi serangkaian tuduhan pelanggaran 

hukum yang serius, terutama terkait dengan pelecehan seksual dan praktik ketenagakerjaan yang tidak etis: 

• Pelecehan Seksual: Sejak 2005, beberapa mantan karyawan mengajukan tuntutan hukum 

pelecehan seksual terhadap AA dan Charney, menuduh adanya lingkungan kerja yang tidak aman 

di mana karyawan wanita dihadapkan pada perilaku seksual yang tidak pantas dan innuendo. Equal 

Employment Opportunity Commission (EEOC) bahkan memutuskan bahwa AA telah 

mendiskriminasi "wanita, sebagai suatu kelas, berdasarkan jenis kelamin mereka, dengan 

menempatkan mereka pada pelecehan seksual". Tuduhan ini berlanjut hingga 2011, di mana lima 

karyawan wanita lainnya mengajukan tuntutan pelecehan seksual, termasuk tuduhan Charney 

menekan mereka untuk melakukan tindakan seksual di luar keinginan mereka. 

• Pelanggaran Praktik Ketenagakerjaan Lainnya: AA juga dituduh melakukan pelanggaran lain, 

seperti pemecatan yang tidak sah setelah seorang karyawan menolak memalsukan laporan 

inventaris , dan masalah imigrasi di mana banyak pekerja pabrik tidak memiliki dokumen yang sah, 

menyebabkan pemecatan seperempat dari tenaga kerja produksi. 

Konsekuensi Hukum dan Kerusakan Reputasi: Rentetan tuntutan hukum dan pemecatan 

karyawan berdampak besar pada AA secara finansial dan reputasi. Perusahaan melaporkan kerugian besar 

dan berada di ambang kebangkrutan pada awal 2011. Harga sahamnya anjlok dari puncaknya $15 menjadi 

hanya $0.47. Investor menjadi sangat khawatir dengan reputasi Charney. 

Konsekuensi hukum meliputi penyelesaian kasus pelecehan seksual yang membutuhkan 

pembayaran moneter, serta denda $5 juta karena penggunaan gambar Woody Allen tanpa izin. Pada 

akhirnya, Charney dipecat sebagai CEO pada Juni 2014, dan semua wewenang yang tersisa dicabut pada 

Desember 2014. Perusahaan kemudian mengeluarkan kode etik yang direvisi untuk memperketat aturan 

tentang pelecehan seksual dan diskriminasi. 

Kasus AA menunjukkan bahwa strategi pemasaran yang kontroversial, jika tidak didukung oleh 

praktik internal yang etis dan patuh hukum, dapat menjadi bumerang. Reputasi perusahaan yang rusak 

akibat tuduhan pelecehan seksual dan praktik ketenagakerjaan yang buruk, meskipun upaya pemasaran 

mencoba memoles citra "berani", akhirnya berujung pada kerugian finansial dan pergantian kepemimpinan. 
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Ini menggarisbawahi bahwa reputasi yang baik tidak dapat dibangun di atas fondasi pelanggaran etika dan 

hukum. 

Peran Direksi: Direksi AA menghadapi tantangan besar dalam mengelola citra merek yang sangat 

terkait dengan personalitas kontroversial CEO mereka, Dov Charney. Peran direksi adalah untuk 

memastikan bahwa strategi pemasaran tidak melanggar hukum dan tidak merusak citra perusahaan. Klausul 

dalam kontrak karyawan AA yang mengizinkan paparan konten seksual menunjukkan kegagalan dalam 

menegakkan duty of care terhadap karyawan dan mengelola risiko reputasi. Pemecatan Charney, meskipun 

tertunda, akhirnya mencerminkan kesadaran dewan akan urgensi untuk melindungi reputasi perusahaan dari 

perilaku individu yang merusak. Ini menunjukkan bahwa direksi harus mampu menimbang risiko reputasi 

dan hukum terhadap potensi keuntungan dari strategi pemasaran yang berani. 

3.3 Kasus NIKE: Klaim Etika dan Realitas Rantai Pasokan 

Kasus Nike menjadi contoh bagaimana perusahaan raksasa global yang membangun citra merek 

kuat melalui pemasaran cerdas dapat tersandung oleh pelanggaran hukum dan etika dalam rantai 

pasokannya, yang pada akhirnya memengaruhi reputasinya secara signifikan. Nike adalah salah satu 

pelopor dalam pemasaran berbasis citra, mengasosiasikan mereknya dengan performa atletik dan inspirasi 

melalui kampanye "Just Do It" dan sponsor atlet ternama. 

Pemasaran Berbasis Citra dan Pelanggaran Hukum: Sejak pertengahan 1990-an, citra "inspiratif" 

Nike tercoreng oleh tuduhan praktik sweatshop di pabrik-pabrik kontraknya di Asia. Tuduhan ini mencakup 

upah rendah, jam kerja berlebihan, kondisi kerja yang tidak aman, pelecehan, dan penggunaan pekerja anak. 

Meskipun Nike mengalihdayakan produksi, mereka dianggap bertanggung jawab atas kondisi di pabrik-

pabrik tersebut. Foto anak-anak Pakistan menjahit bola sepak untuk Nike di majalah Life (1996) menjadi ikon 

pelanggaran etika dan hukum dalam rantai pasokan. Laporan internal Nike sendiri, yang dibocorkan ke 

media, juga mengungkapkan tingkat paparan bahan kimia yang tidak dapat diterima dan masalah kesehatan 

karyawan di pabrik Vietnam. 

Praktik-praktik ini, jika terbukti, merupakan pelanggaran serius terhadap hukum ketenagakerjaan di 

negara-negara tersebut (jika ada) dan standar internasional yang lebih luas tentang hak asasi manusia dan 

kondisi kerja yang layak. 

Dampak pada Reputasi dan Evolusi CSR Nike: Reaksi publik terhadap tuduhan sweatshop sangat 

keras. Konsumen melakukan boikot, dan protes digelar di "Nike Towns". Beberapa universitas bahkan 

membatalkan kesepakatan lisensi mereka dengan Nike. Akibatnya, pendapatan dan harga saham Nike 

anjlok 50% pada tahun 1998. Merek Nike diasosiasikan dengan eksploitasi tenaga kerja. Namun, krisis ini 

juga mendorong Nike untuk bertransformasi dalam pendekatannya terhadap CSR, bergerak dari fase 

defensif ke tahap manajerial dan strategis. Nike mulai berinvestasi besar dalam perbaikan standar kerja, 

meningkatkan transparansi rantai pasokannya, dan menerapkan kode etik pemasok yang ketat. Selain itu, 

Nike membentuk Dewan Tanggung Jawab Perusahaan (CR Board) untuk mengawasi praktik 

ketenagakerjaan dan lingkungan. Mereka juga berinvestasi dalam program filantropi dan keberlanjutan 

lingkungan, seperti program "ReUse-A-Shoe". Meskipun demikian, tantangan dalam memastikan kepatuhan 

di ratusan pabrik subkontrak global tetap ada. 
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3.4 Isu Etika dalam Akuntansi dan Keuangan yang Mempengaruhi Kepercayaan Pemasaran 

(Misalnya AIG dan Enron) 

Meskipun kasus Enron dan AIG tidak secara langsung berpusat pada strategi pemasaran produk 

sehari-hari, pelanggaran hukum dan etika dalam ranah akuntansi dan keuangan di perusahaan-perusahaan 

ini memiliki dampak riak yang mendalam terhadap kepercayaan publik dan, pada akhirnya, kemampuan 

perusahaan untuk memasarkan diri dan produknya. Pemasaran tidak hanya menjual produk; ia menjual 

kepercayaan. Ketika kepercayaan itu runtuh akibat masalah keuangan, strategi pemasaran apa pun akan 

kehilangan kekuatannya. 

3.4.1 Manipulasi Pelaporan Keuangan dan Dampak pada Citra Pasar Kasus Enron adalah contoh paling 

ekstrem dari manipulasi pelaporan keuangan yang merusak citra pasar secara fundamental. Melalui skema 

off-balance sheet partnerships (SPEs) yang kompleks, Enron berhasil menyembunyikan miliaran dolar utang 

dan kerugian, membuat laporan keuangannya tampak sehat dan menarik bagi investor. Eksekutif Enron, 

seperti Kenneth Lay dan Jeffrey Skilling, secara aktif "memasarkan" saham perusahaan kepada investor dan 

karyawan, meyakinkan mereka tentang prospek cerah, padahal realitas keuangan sangat berbeda. Klaim 

keamanan dan profitabilitas yang dibuat oleh eksekutif ini, yang kemudian terbukti palsu, adalah bentuk 

penipuan yang sangat merusak kepercayaan pasar dan pada dasari melanggar hukum sekuritas. 

Dampak terhadap pemasaran di sini bersifat sistemik. Pemasaran saham Enron didasarkan pada informasi 

keuangan yang dimanipulasi, sehingga menciptakan “nilai” yang semu. Ketika kebenaran terungkap, reputasi 

Enron hancur total, dan nilai sahamnya terjun bebas. Kasus ini menunjukkan bahwa kejujuran finansial 

adalah prasyarat tak terpisahkan bagi setiap strategi pemasaran yang kredibel. Tanpa integritas finansial, 

klaim pemasaran apa pun akan runtuh saat dihadapkan pada kenyataan. 

3.4.2 Kurangnya Transparansi dan Erosi Kepercayaan Konsumen Krisis American International  

Group (AIG) juga mengilustrasikan bagaimana kurangnya transparansi finansial dapat mengikis 

kepercayaan konsumen dan pasar secara luas, bahkan untuk perusahaan di sektor yang seharusnya 

melambangkan stabilitas seperti asuransi. Unit AIG Financial Products (AIGFP) menjual credit default swaps 

(CDS) sebagai "asuransi" terhadap instrumen keuangan berisiko tinggi dengan modal yang sangat kecil, 

mengambil eksposur $64 miliar dalam potensi kerugian hipotek subprime. 

Meskipun produk ini kompleks, informasi mengenai risiko besar yang diambil AIGFP tidak 

sepenuhnya transparan bagi dewan direksi, auditor, apalagi masyarakat umum. Eksekutif AIG berulang kali 

meyakinkan investor tentang akurasi penilaian derivatif mereka, meskipun ada kekhawatiran dari auditor. 

Kurangnya pengungkapan risiko yang sebenarnya ini, ditambah dengan insentif bonus yang salah bagi 

eksekutif AIGFP, menciptakan citra perusahaan yang berisiko dan tidak akuntabel. Ketika berita krisis dan 

bailout pemerintah terungkap, reputasi AIG sebagai entitas yang dapat dipercaya hancur. Meskipun produk 

asuransi tradisional AIG mungkin tidak terlibat langsung dalam praktik penipuan, merek AIG secara 

keseluruhan tercemar. Konsumen cenderung menarik diri dari perusahaan yang dianggap tidak transparan 

atau tidak bertanggung jawab secara finansial, bahkan jika produk spesifik mereka baik. Hal ini menegaskan 

bahwa etika dalam keuangan dan akuntansi adalah fondasi krusial yang mempengaruhi keberhasilan 

pemasaran di semua lini produk. 
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3.4.3 Pelajaran dari Kegagalan Etika Pemasaran Lintas Sektor  

Dari kasus Firestone, American Apparel, Nike, Enron, dan AIG, dapat ditarik pelajaran penting 

mengenai hubungan tak terpisahkan antara pelanggaran hukum di berbagai fungsi perusahaan dengan 

strategi pemasaran dan reputasi: 

• Integritas Operasional Mendukung Integritas Pemasaran: Pemasaran yang efektif tidak hanya 

bergantung pada kreativitas atau klaim produk, tetapi pada integritas operasional dan finansial 

perusahaan secara keseluruhan. Manipulasi keuangan, praktik tenaga kerja yang buruk, atau 

kelalaian kualitas produk akan secara fundamental merusak kepercayaan konsumen, membuat 

klaim pemasaran apa pun menjadi hampa. 

• Kepercayaan sebagai Aset Pemasaran Paling Berharga: Kepercayaan konsumen adalah 

pondasi setiap merek yang kuat. Pelanggaran hukum dan etika, di mana pun dalam perusahaan, 

akan mengikis kepercayaan ini. Ketika kepercayaan hilang, bahkan produk terbaik pun akan sulit 

dipasarkan secara efektif. 

• Tanggung Jawab Direksi Meluas ke Seluruh Informasi Publik: Direksi memiliki tanggung jawab 

hukum dan etis untuk memastikan bahwa semua informasi yang disajikan kepada publik, baik 

melalui laporan keuangan, iklan, maupun komunikasi publik lainnya, adalah jujur, akurat, dan tidak 

menyesatkan. Kelalaian atau keterlibatan direksi dalam keputusan yang melanggar hukum, di fungsi 

mana pun, dapat memicu tanggung jawab pribadi yang serius dan merusak reputasi perusahaan 

secara fundamental. 

• Pemasaran yang Bertanggung Jawab Adalah Pemasaran Berkelanjutan: Strategi pemasaran 

yang hanya berorientasi pada keuntungan jangka pendek tanpa mempertimbangkan etika dan 

kepatuhan hukum akan berakhir dengan kegagalan jangka panjang. Hanya pemasaran yang 

bertanggung jawab, yang selaras dengan nilai-nilai etika dan hukum, yang dapat membangun 

reputasi positif dan memastikan keberlanjutan bisnis. 

 

KESIMPULAN 

Jurnal ini telah mengkaji secara komprehensif berbagai studi kasus pelanggaran hukum dalam strategi 

pemasaran dan dampaknya terhadap reputasi perusahaan. Analisis terhadap kasus Firestone, American 

Apparel, dan Nike, serta implikasi dari kasus akuntansi/keuangan seperti Enron dan AIG, mengarah pada 

beberapa kesimpulan penting: 

1. Hubungan Tak Terpisahkan antara Pemasaran, Hukum, dan Etika: Strategi pemasaran yang 

efektif harus selalu berlandaskan pada prinsip etika dan kepatuhan hukum. Pelanggaran etika dalam 

bauran pemasaran (produk, harga, promosi, tempat) sangat rentan berujung pada pelanggaran 

hukum. Kasus Firestone dengan kelalaian kualitas produknya , American Apparel dengan periklanan 

yang menyinggung dan tuduhan pelecehan, serta Nike dengan klaim "etis" yang kontroversial terkait 

praktik sweatshop , semuanya menunjukkan bagaimana ketidaksesuaian antara klaim pemasaran 

dan realitas operasional dapat memicu konsekuensi hukum yang serius. 

2. Reputasi Perusahaan sebagai Aset Krusial namun Rentan: Reputasi adalah aset tak berwujud 

yang sangat berharga, yang mencerminkan kepercayaan pemangku kepentingan. Studi kasus 

menunjukkan bahwa pelanggaran hukum dalam pemasaran dapat menghancurkan reputasi dalam 

sekejap, menyebabkan hilangnya kepercayaan konsumen, penurunan penjualan, dan kerugian nilai 
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merek yang signifikan. Pemasaran yang didasarkan pada penipuan atau kelalaian akan selalu 

mengikis fondasi kepercayaan ini, seperti yang terjadi pada Firestone dan American Apparel. 

3. Tanggung Jawab Direksi Meluas ke Seluruh Aspek Pemasaran: Direksi dan manajemen puncak 

memikul tanggung jawab hukum dan etis yang signifikan dalam mengawasi seluruh aktivitas 

pemasaran. Tanggung jawab ini meliputi duty of care untuk memastikan keamanan dan kualitas 

produk, kejujuran dalam periklanan, keadilan harga, dan kepatuhan terhadap hukum 

ketenagakerjaan dalam rantai pasokan. Kelalaian atau keterlibatan direksi dalam keputusan yang 

melanggar hukum (misalnya, penyembunyian informasi di Firestone, budaya pelecehan di American 

Apparel) dapat memicu tanggung jawab hukum pribadi direksi, seperti yang ditekankan oleh regulasi 

pasca-skandal seperti SOX. 

4. Dampak Lintas Fungsi: Isu etika dan hukum dalam pemasaran tidak berdiri sendiri. Manipulasi 

laporan keuangan (Enron) atau kurangnya transparansi finansial (AIG) dapat merusak kepercayaan 

pasar secara fundamental, yang pada gilirannya mengikis efektivitas strategi pemasaran apa pun. 

Kepercayaan adalah pondasi, dan tanpa itu, bahkan produk terbaik pun akan sulit dipasarkan secara 

efektif. 

SARAN 

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan, berikut adalah beberapa saran strategis yang ditujukan 

kepada perusahaan dan pemangku kepentingan untuk mencegah pelanggaran hukum dalam strategi 

pemasaran dan menjaga reputasi: 

1. Prioritaskan Etika dan Kepatuhan Hukum dalam Setiap Tahap Pemasaran: 

o Keamanan dan Kualitas Produk: Jadikan keamanan dan kualitas produk sebagai prioritas 

utama, bukan hanya fitur yang dipasarkan. Lakukan pengujian produk yang ketat dan 

responsif terhadap setiap keluhan konsumen. Direksi harus memastikan adanya sistem 

manajemen kualitas dan risiko produk yang efektif. 

o Klaim Jujur dan Terbukti: Semua klaim dalam periklanan dan promosi harus jujur, tidak 

menyesatkan, dan didukung oleh bukti yang valid. Hindari hiperbola atau penggunaan 

bahasa yang ambigu yang dapat mengeksploitasi celah hukum. 

o Penetapan Harga yang Adil: Hindari praktik price gouging, price fixing, atau diskriminasi 

harga yang merugikan konsumen. Strategi harga harus transparan dan mencerminkan nilai 

yang adil bagi konsumen. 

2. Penguatan Tata Kelola Perusahaan dalam Fungsi Pemasaran: 

o Kebijakan Jelas: Susun kebijakan pemasaran yang jelas dan komprehensif, mencakup 

standar etika, kepatuhan hukum, dan tanggung jawab sosial perusahaan. Kebijakan ini 

harus dikomunikasikan secara efektif kepada semua karyawan yang terlibat dalam 

pemasaran. 

o Pelatihan Rutin: Berikan pelatihan etika dan kepatuhan hukum secara rutin kepada tim 

pemasaran, termasuk direksi, untuk memastikan mereka memahami risiko yang terkait 

dengan praktik pemasaran yang tidak etis atau ilegal. 

o Pengawasan Direksi: Direksi harus secara aktif mengawasi strategi pemasaran, terutama 

kampanye yang berani atau kontroversial. Pembentukan komite etika atau komite pengawas 

pemasaran dalam dewan dapat membantu dalam fungsi ini. 
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3. Transparansi dan Akuntabilitas dalam Rantai Pasokan dan Operasional: 

o Tanggung Jawab Rantai Pasokan: Perusahaan harus bertanggung jawab atas kondisi 

kerja dan praktik lingkungan di seluruh rantai pasokan mereka, bahkan jika pekerjaan 

dialihdayakan. Lakukan audit rantai pasokan secara teratur dan transparan. Pengungkapan 

lokasi pabrik dan hasil audit dapat meningkatkan kepercayaan, seperti yang dilakukan Nike. 

o Manajemen Reputasi Proaktif: Kembangkan strategi manajemen reputasi yang proaktif, 

yang tidak hanya merespons krisis tetapi juga membangun kepercayaan secara 

berkelanjutan melalui konsistensi antara nilai yang diklaim dan tindakan nyata. 

4. Perlindungan Whistleblower dan Mekanisme Pengaduan Konsumen: 

o Sediakan saluran yang aman dan efektif bagi karyawan untuk melaporkan pelanggaran 

etika atau hukum dalam strategi pemasaran. Selain itu, pastikan mekanisme pengaduan 

konsumen mudah diakses dan ditanggapi secara serius. 

5. Pembelajaran dari Studi Kasus: 

o Manfaatkan studi kasus seperti Firestone, American Apparel, dan Nike sebagai alat 

pembelajaran internal. Analisis bagaimana pelanggaran terjadi, apa saja dampaknya, dan 

bagaimana respons perusahaan dapat memengaruhi reputasi. Ini membantu mencegah 

pengulangan kesalahan yang sama. 

Dengan mengimplementasikan saran-saran ini, perusahaan dapat membangun strategi pemasaran yang 

tidak hanya efektif dalam mencapai tujuan bisnis, tetapi juga bertanggung jawab secara etis dan patuh 

hukum, yang pada akhirnya akan menjaga dan memperkuat reputasi mereka di pasar yang semakin 

menuntut. 
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